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Industri penyiaran televisi merupakan industri yang sangat diregulasi. Baik karena kelangkaan spektrum
maupun karena dampak informasi yang ditayangkan terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Tujuan dart
penulisan tesisini yaitu mengetahui dan menganailsisinstrumen regulasi di industri penyiaran televisi serta
kebijakan persaingan yang diberlakukan di industri penyiaran televis.

Metode yang digunakan dalam penelitlan ini adalah metode penelitian deskriptis analitis yaitu dengan
membuat analisis secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan kebijakan
pemerintah di industri penyiaran televisi dan implikasinya. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini dibatasi
hanya pada Industri penyiaran televisi di Jawa. Periode pembahasan masalah yaitu pada kurun waktu 2002-
Juli 2003.

Hasil anallsis terhadap UU NO. 32 tentang penyiaran Tahun 2003 memperlihatkan bahwa instrumen yang
digunakan untuk meregulasi industri penyiaran televisi Indonesia adalah melalui Pembatasan Lisens dan
kepemilikan, Pembatasan kepemilikan terhadap medialain, Pembatasan Iklan, Pembatasan Program,
Pengaturan Institusi, dan Penyediaan waktu untuk slaran ikian layanan masyarakat. Instrumen Regulasi yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut sama dengan instrumen regulasi yang dilakukan oleh beberapa
negaradi Eropa (seperti Inggris, Perancis, Jerman, Itali dan Spanyol) serta Australia. Bedanya di industri
penyiaran televisi Eropa dan Australiatidak ada kewgjiban untuk menyediakan waktu guna siaran ikian
layanan masyarakat.

Di Indonesiaregulasi mengenal kepemilikan dan kepemilikan silang belum ada penjelasannya secara rinci
sementara di negara Eropa dan Australia hal tersebut telah dlbatasi secararinci dan pelaksanaan regulasi
tersebut telah diatur oleh lembaga yang sudah exist. Di Indonesia Komisi Penyiaran Indonesiayang
ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut baru dalam proses pembentukan karena memang UU
penyiaran Indonesiarelatif masih baru yaitu disahkan pada tanggal 28 Desember 2002.

Tentang ketentuan berjaringan bagi lembaga penyiaran swasta yang sudah memiliki stasiun relay sebelum
adanya UU penyiaran, maka Anteve sudah siap mengantisi pasinya dengan sistem waralaba. TPI
bekerjasama (berjaringan) dengan Jawa Pos TV. Sementara Metro TV bekerjasama dengan TV Manado dan
Jawa Pos Tv.

Kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi Indonesia berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2002
menetapkan membatasi lisensi dan kepemilikan di industri penyiaran televis juga melarang adanya
kepemilikan silang media. Realitasnya saat ini ada kepemilikan silang mediayaitu PT Bimantara pemilik
televisi swasta RCTI juga menjadi pemilik radio TrijayaFM. PT RCTI juga menjadi salah satu pemilik dan
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Lembaga Penyiaran Beriangganan INDONUSA. Televis swasta PT SCTV juga menjadi pemilik Metro TV.
Readlitas tentang kepemilikan silang Inilah yang harus segera ditindaklanjuti begitu Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) terbentuk nantinya. Namun terlebih dahulu KPI harus membuat aturan yang jelas dan
menerapkan aturan tersebut secara tegas seperti di Australia.

Kebijakan persaingan di Industri penyiaran televisi Eropa lebih ditujukan untuk membatasi merger dan
kepemilikan diantara perusahaan di industri penyiaran televis dan antara perusahaan televisi dengan
produsen program televisi Masyarakat Eropa. Di Amerika Serikat kebijakan persaingan di industri penyiaran
televis juga ditujukan untuk mengatur dan mengawasi merger dari perusahaan yang memiliki posisi
dominan di pasar atau memiliki share pasar terbesar. Kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi
Australia mengatur mengenai pembatasan kepemilikan silang media (sama seperti di Indonesia).



